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Abstract: Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province number 2 of 2016 concerning halal
tourismisissued to realize aMuslim-friendly tourism ecosystem. Besidesregulating halal tourism,
regional regulation a so regulates conventional tourism by determining the basic criteria that must
be met. The finding of deficiencies and discrepancies, especially in the fulfillment of facilities,
encouraged to conduct a study to find out the successful implementation of the policy. Analysis of
the inhibiting factors and supporting factors for implementing a policy is based on the theory of
George C. Edward I11. The use of descriptive methods with aqualitative approach aimsto describe
the state of the research object asanatural setting with dataand facts obtained through observation,
in-depth interviews and documentation. The resultsof thisresearchindicate that the Implementation
of Regiona Regulation number 2 of 2016 concerning Halal Tourismin Conventiona Tourismin Gili
Trawangan has not been fully implemented due to the till hindering factors.
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Abstrak: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata
halal diterbitkan untuk mewujudkan ekos stem pariwisatayang ramah muslim. Disamping mengatur
pariwisata halal peraturan daerah tersebut juga mengatur pariwisata konvensional dengan
menentukan kriteria pokok yang harus dipenuhi. Masih ditemukannya kekurangan dan ke-
tidaksesuai an terutama dalam pemenuhan fasilitas, mendorong untuk melakukan sebuah kajian
untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Analisis terhadap faktor
penghambat dan faktor pendukung implementasi sebuah kebijakan dil akukan berdasarkan pada
teori George C. Edward I11. Penggunaan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif bertujuan
untuk menggambarkan keadaan objek penelitan sebagaimana natural setting dengan data dan
faktayang diperoleh melalui observasi, in-depth interview dan dokumentasi. Hasil penilitian ini
menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata
Halal pada Pariwisata K onvensional di Gili Trawangan belum sepenuhnya terlaksana disebabkan
oleh masih terdapat faktor yang menghambat.

KataKunci: implementasi; pariwisatahalal, peraturan daerah

PENDAHULUAN

Wisatahda merupakan trend baru ddam
industri pariwisatayang tumbuh cepat tidek hanya
padanegaradengan mayoritas penduduk mudim
namun secaraglobal. Pasar wisatawan musdim
menurut data GMTI 2017 pada tahun 2016
terlacak 121 jutawisatawan dengan pengd uaran
US$ 156 Milliar dan diproyeksikan tumbuh
sampai 156 juta wisatawan pada tahun 2020
dengantota pengeluaran US$ 220 Milliar dan
US$ 300 Milliar padatahun 2060.

Daam siaran perstanggal 21 September
2016, Menteri PariwisataArief Yahyabersama
tim pencepatan dan pengembangan pariwisata
halal (TP3H) kembali menegaskan tekad
menjadikan Indonesiasebagai destinasi pari-
wisatahala nomor satu duniapada2019. Arief
Yahyamenyatakan hald tourism menjadi fokus
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kementerian pariwisatakarenasudah memenuhi
syarat 3S(Size, Sustainable, dan Spread). Size
pasar wisatahaa cukup siginifikan karenal1.8
milliar pendukuk duniaaddahmudim. Sugaingdle
atau Growth wisatahala tinggi mencapai 6.3%
atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan
pariwisata dunia sebesar 4,4% ataupun pari-
wisataA SEAN sehesar 5,5%. Spread atau benefit
jugabesar, tahun 2014 pengel uaran wisatawan
muslim duniasebesar US$ 142 Milliar.

Pulau Lombok yang pada tahun 2015
mendapat dua penghargaan pada\World Hal al
Travel Awards di Uni Emirat Arab memang
sudah dikend luassebagal destines favorit wisata
halal maupun konvensiona . Menyadarai akan
hal tersebut Pemerintah Proving NusaTenggara
Barat terusmelakukan perbaikan danrevitdisas
kawasan pariwisatadengan meningkatkan kua-
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litas saranadan prasana, meningkat tingkat ak-
sesibilitas dengan melakukan perbaikan pra-
saranadan saranatransportasi hinggamener-
bitkan regulas untuk menunjang pariwisatahdd
(Subekti, 2015).

Terdapatnya permasd ahan berupafasilitas
yang kurang memadai untuk bersuci danibadah
bagi wisatawan mudim. Kurangnyapemberda-
yaan masyarakat di areadestinas pariwisata, dan
minimnyainformas yang diperoleh oleh pelaku
usahapariwisatadi Gili Trawangan mengindi-
kas kan kurang optimalnyaimplementas Perda
Nomor 2 Tahun 2016 tentang PariwisataHalal.
Hal yang juga menjadi sorotan adalah pada
peraturanini tidek hanyamengatur secaraekdusf
terhadap industri pariwisatahad yang memang
fokus padapenyedisan wisatahdd, namun juga
mengatur pariwisatakonvensiond.

Konsep pariwisatahala dalam pendlitian
ini |ebih condong padapendapat Presdent Idamic
Nutrition Coundil of America, Muhammad Munir
Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal
merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah
wisata religi seperti umrah dan menunaikan
ibadah hgji. Wisatahala add ah pariwisatayang
melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya
liburan sesua dengan kebutuhan dan permintaan
traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang me-
ngusung pring p syariahtidak melayani minuman
beralkohol dan memiliki kolam renang danfasi-
litas SPA terpisah untuk pria dan wanita
(Wuryasti, 2013).

Implementasi kebijakan publik dapat
dilihat dari beberapaperspektif. Salah satunya
ialah implementation problemsapproach yang
diperkenalkan oleh George C. Edwards IlI
(1978). Edwards 11 mengajukan pendekatan
masal ahimplementasi dengan terlebih dahulu
mengemukakan duapertanyaan pokok, yakni:
(i) faktor apa yang mendukung keberhasilan
implementas kebijakan?dan (i) faktor gpayang
menghambat keberhasilan implementasi
kebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaan ter-
sebut dirumuskan empat faktor yang merupakan
syarat utamakeberhaslan prosesimplementas,
yakni komunikasi, sumber daya, skap birokras
atau pelaksanadan struktur organisas, termasuk
tataaliran kerjabirokras. Empat faktor tersebut

menjadi kriteriapenting dalam implementasi
suatu kebijakan.

Keempat faktor tersebut mempunyai
indikator-indikator yang menjadi tolak ukur lebih
spesifik. Agpek Komunikas memiliki indikator
Transmisi, Kgdasan, dan konsstensi. Sumber
dayamemiliki indikator staff, informasi, we-
wenang, dan fasilitas. Disposisi yang dapat
disebut jugadengan sikap memiliki indikator
pengangkatan/sikap birokrat, daninsentif, dan
struktur birokrasi memiliki indikator standard
operational procedure, dan fragmentasi.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan
implementasi menurut Ripley dan Franklin
(1986) didasarkan padatigaaspek, yaitu: (1)
tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi
di atasnyaatautingkatan birokras sebagaimana
diatur dalam undang-undang, (2) adanya ke-
lancaran rutinitas dan tidak adanyameasaah; serta
(3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang
dikehendaki dari semuaprogram yang adater-
arah. Sedangkan menurut Goggin et al (1990),
prosesimplementas kebijakan sebagai upaya
transfer informas atau pesan dari institus yang
lebihtinggi keingtitus yang|ebih rendah diukur
keberhasilan kinerjanyaberdasarkan variabe!:
(1) dorongan dan paksaan padatingkat federal,
(2) kapaditas pusat/negara, dan (3) dorongan dan
paksaan padatingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, fokus utama
dalam penelitian ini adalah padaimplementasi
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang
PariwisataHaal padaPariwisataK onvensional
di Gili Trawangan Proving NusaTenggaraBarat.
Penelitian ini akan melihat secarateoritisber-
dasarkan teori George C. Edward I11. Dengan
kesesuaan dan terpenuhinyasemuaaspek dengan
indikator-indikator di dalamnyadiasumsikan
akan tel aksananyaimplementasi PerdaNomor
2 tahun 2016 yang akan memberikan dampak
positif untuk pengembangan pariwisatahaa dan
moeslem friendly tourism. Penelitian ini di-
anggap layak dilakukan disebabkan belum
adanya penelitian sebelumnya berdasarkan
telaah literatur yang ada, baik nasiona maupun
international sehingga merupakan sebuah
kebaruanilmiah.
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METODE

Penelitianini menggunakan metode des-
kriptif dengan pendekatan kualitatif yang ber-
tujuan untuk menggambarkan secaras stematis,
faktual dan akurat mengenai fenomenasosial
tertentu, yang bermaksud mendeskripsikan se-
caraterperinci tentang fakta-faktadan datayang
ada Pendekatan kudlitatif bersifat atau memiliki
karakteristik bahwadatanyadinyatakan dalam
keadaan sewajarnyaatau sebaga manaadanya
(natural setting), dengan tidak dirubah dalam
bentuk simbol-simbol atau bilangan. Teknik
pengumpulan data menggunakan observas,
wawancaramenda am (in-depth interview) dan
dokumentad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gili Trawangan merupakan saah satu dari
tigaguguspulau yang tergabung keddam daerah
adminigratif DesaGili Indah yang terl etak pada
bagian ujung barat laut Kecamatan Pemenang
Kabupaten Lombok Utara. Desaini terdiri dari
3 buah pul au berdekatan yakni pulau Gili Air,
Gili Menodan Gili Trawangan. Gili Trawangan
memiliki luaswilayah 3,40 km? denganjumlah
penduduk 1.755 Jiwa yang terdiri dari 593
kepdakduarga Fadlitasdedtinas pariwisataGili
Trawangan merupakan yang terlengkap dan
terbanyak. Gili trawangan memiliki pantai yang
bersh, arlaut yangjernih, penduduk sekitar yang
ramah, penginapanyang bervarias, konservas
penyu, duniabawah laut, pantal dengan sunset
and sunrise view, beach movie, live music,
Presean (traditional stick fighting using
rotan). Aktrad dan aktivitasmenarik lainnyajuga
terdapat menyelam (Diving), Memancing (Fi-
shing), Snorkling, Bersepeda, Berjalan-jaan,
Menunggang Kuda (Horse Riding), dan Ber-
kuliner.

Guna menciptakan suasanya moeslem
friendly torism, Perda Nomor 2 Tahun 2016
mengatur secarakesel uruhan kegiatan industri
kepariwisataan di Provind NusaTenggaraBarat.
Hdl ini sebaga-manayangtercantum dadam point
pertimbangan dalam perdatersebut yang me-
nyatakan: “bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai
salah satu destinasi wisatadi Indonesia, maka

Setigp pemangku kepentingan industri pariwisata

harusmenyigpkan fadlitasdan saranapariwisata

yang memenuhi Pariwisata Halal”.

Sementaraitu yang menjadi fokus pada
penelitian ini yaitu industri pariwisata kon-
vensond, perdatersebut mendefinigkan industri
pariwisatakonvensional sebagal usaha-usaha
wisata yang menjual jasa dan produk ke-
pariwisataan yang tidak berpatokan pada
prinsip-prinsip syari’ah. Industri pariwisata
konvensiond sebagamanadisebut di atasddam
mendukung iklim wisata hala mewsajibkan
menyediakan beberapa point sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 11 ayat 2 yaitu:

a. Arahkiblat di kamar hotel

b. Informas magid terdekat

c. Tempatibadah bagi wisatawan dan karyawan
mudim

d. Keterangantentangproduk hala/tidak hada

e. Tempat berwudhu yang terpisah antaralaki-
laki dan perempuan;

f. Sarana pendukung untuk melaksanakan
sholat; dan

g. Tempat urinoir yang terpisah antaralaki-laki
dan perempuan dan memudahkan untuk
bersuci.

Perda tentang pariwisata halal ini juga
mengatur insentif deen sanks adminidratif daam
memberikan penekanan daam pel aksanaannya.
insentif yang diberikan dalam perdapariwisata
had addah:

a. meningkatkan pemberian keringanan pg ak
secaragradua untuk investasi penanaman
modal asing di sektor pariwisatahad; dan

b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan
pg ak untuk investas penanamanmoda asing
di sektor pariwisatahaal.

Adapun sanksi yang diberikan berupa
sanksi administratif diatur pada pasal 26 bagi
yangtidak patuh padaperdapariwisatahdd dari
pariwisata konvensional, SPA, Sauna, Griya
Pijat berlogo halal, dan Biro perjalanan Pari-
wisataHad. Sanks administras yangdiberikan
yaituteguran lisan, tegurantertulis, penghentian
sementarakegiatan, penghentian tetgp kegiatan,
pencabutan sementaraizin, pencabutantetgpizin,
dan/atau dendaadministratif.

Pengkomunikas an kebijakanmdavi trans-
misi informasi diperlukan agar implementor
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mengetahui informasi tentang kebijakan yang
akan dilaksanakan. Penyampaianinformasi ini
dilakukan dengan berbagai macam cara seperti
sosdisad, FGD, seminar, pertemuan-pertemuan
akademik danlainnya Berdasarkan wawancara
mendalam yang dilakukan padaintans terkait
yang berwenang daam pengembangan usahadan
destinas pariwisatadi Kabupaten Lombok Utara
dan parapihak yang terkait dari pelaku usaha
pariwisatakonvensiona, aparatur desahingga
dusun dan masyarakat sekitar gili trawangan.
tansmisi berupasoasialisas dan linnyamasih
terbatas pada birokrat Dinas Pariwisata dan
pi hak-pihak tertentu yang memang fokusdaam
pariwisatahda, adapun peaku usahapariwisata
konvensional belum dapat tersentuh dengan
maksimal. Keg elasan komunikas terukur dari
ddivery informas dan menghasilkan kepatuhan
dari pelaksanakebijakan. Konsistensi dalam
informas yang diberikan belum depat dil aksana
kan sepenuhnya sebaga man yang diatur dalam
perdapariwisatahadd.

Hasi| observasi mengkonfirmasi bahwa
masyarkat sekitar masih belum tersentuh sosia
lisasi tentang perdapariwisatahdal. Informasi
yang diperoleh hanya sebatas “kabar angin” dari
simpang siur mediasosia. Begitu jugadengan
pelaku usaha pariwisata konvesioal seperti
pengusaha hotel konvensional masih belum
mendapatkan informas yang memadai.

Berdasarkan penelusuran dokumentasi
didapatkan delivery informas kebijakan perda
pariwisatahdd ini secaraumum medui Webgte
resmi Jaringan Dokumentas danInformas Hukum
(JDIH) Pemerintah Provins Nusa Tenggara
Barat. Namun belum ada media khusus yang
digunakan dalam komunikas kebijakan perda
pariwisatahaal. Dapat disimpulkan aspek ko-
munikasi dilihat dari indikator trasnmisi masih
terbataspadabirokrat dinaspariwisatadan belum
menyentuh pelaku usahapariwisatakonvens ond
di Gili Trawangansehinggainformas kebijakan
perdapariwisatahad belum diketahui oleh mas-
yarakt Gili Trawangan maupun pelaku usaha
pariwisatakonvensiond.

Aspek sumber daya merupakan “energi”
yang menggerakkan implementasi sebuah
kebijakan. Menurut Goggin et al (1990: 20-

21,31-40) bahwasemakin besar sumber daya
yang dialokasikan, semakin serius kebijakan
tersebut dilaksanakan. Sebagaimanayang di-
kemukakan Edwards|11, Sumber dayameliputi
empat komponenyaitu staf yang cukup (jumlah
dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna
pengambilan keputusan, kewenangan yang cu-
kup guna mel aksanakan tugas atau tanggung
jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pe-
laksanaan.

Berdasarkan wawancara, sumber daya
pel aksanaan perdapariwisatahal al secarake-
seluruhan padapariwisatakonvensiona di Gili
Trawangan masih terdapat kekurangan dalam
indikator staf. Hal tersebut disebabkan belum
adanyasosidisas dan pemberdayaan padape-
laku usaha pariwisatakonvensond, perangkat
DesaGili Indahlebih khusus perangkat Dusun
Gili Trawangan dan masyarakat sekitar. Begitu
jugadengan indikator informasi, hal tersebut
disebabkan karena belum adanya sistem
informas yang proporsiona dan mudah diakses
oleh masyarakat. K ekurangan yang signifikan
terletak padaaspek fasilitasyang masih banyak
terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang
ditetapkan ddam perdapariwisatahaa terhadap
pariwisatakonvensiond di Gili Trawangan.

Faslitas padapariwisatakonvensiond di
Gili Trawangan masih sangat kurang, ha tersebut
terlihat dari belumterdgpat petunjuk keMusholla
atau Magjid terdekat pada hotel, bungal ow,
penginapan konvensional lainnya maupun
restoran disekitar Gili Trawangan. Begitu juga
dengan penunjuk arah kiblat di kamar di setiap
hotel dan pengingpan konvensiona mashbeum
terpenuhi. Fasilitasuntuk untuk berwudu masih
belum memadai untuk memberikan kemudahan
dalam berwudu, fasilitas kamar mandi hanya
terdapat shower mandi danwastefd, ha tersebut
tentu kurang memadai dalam mel akukan wudhu
maupun bersuci.

Penulusuran dokumentasi diperolen situs
website Jaringan Dokumentasi dan Informas
Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Nusa
TenggaraBarat. Dalam situstersebut memuat
semua produk hukum dan dokumentasi
pemerintah proving secaraumum. Masihbelum
terdapat stusresmi yang spesifik terhadap perda
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pariwisatahdal yanginteraktif. Terkonfirmasi
jugamelalui foto digital terhadap fasilitas pe-
nginagpan hotd OY O Mentari yang belum sesuai
denganyang disyaratkan ddam perdapariwisata
had.

Menurut Goggin et al (1990) bahwase-
makin besar sumber dayayang dialokasikan,
semakin seriuskebijakan tersebut dil aksanakan.
Berdasarkan hal tersebut aspek sumber daya
padapariwisatakonvensond mashbe um mak-
simal menopang dalam keberhasilan imple-
mentasi kebijakan peraturan derah tentang pari-
wisatahalal, hal tersebut disebabkan olehindi-
kator staff dan fasilitasyang belum memadai.
Menurut Keban (2007) disposisi atau sikap
merupakah salah satu faktor eksternal yang
mempengaruhi implementas sebuah kebijakan.
Terdapat duaindikator untuk mengukur disposis
terhadap perdapariwisataha a padapariwisata
konvensional di Gili Trawangan yaitu aspek
Pengangkatan Birokras dan aspek Insentif. Dari
hasi| wawancara, Pengangkatan birokrat/sikap
birokrat di tingkat dinas sudah dapat dikatakan
baik dan sangat mendukung pelaksanaan
peraturan daerah tentang pariwisatahaa pada
umumnyanamun mas h terdapat kekurangan
pada pel aksana tingkat desa hingga dusun di
sektor pariwisatakonvensiona gili trawangan.
Indikator insentif belum dapat dilaksanakan
sebaga manadiatur ddam perdapariwisatahdd
dan begitu jugadengan sanks adminigtratif.

Insentif maupun sanksi yang ditentukan
dalam perda pariwisata halal belum dapat
diterapkan padapariwisatakonvensiona Gili
Trawangan. Hal tersebut dilihat padasikap abai
pelakuindustri pariwisatakonvensond terhedap
ketentuan perdapariwisatahaa. Dokumentas
menguatkan pengangkatan biorokrat yang
memeadal, Terlihat dari susunan persondiaddam
dinas pariwisatadan kebudayaan memiliki SDM
yang berkompeten dan sesuai dengan pernya
taan kepal a bidang pengembangan usahadan
destinas pariwisataK abupaten Lombok Utara
bahwa “The Right Man on the Right Place”.

Menurut Ripley dan Franklin (1986)
bahwa untuk mendukung keberhasilanimple-
mentasi kebijakan perlu didasarkan padatiga
aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi

terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan
birokrasi, sebagaimanadiatur dalam undang-
undang, 2) adanyake ancaran rutinitasdan tidak
adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan
dampak manfaat) yang dikehendaki dari semua
programterarah. Aspek disposis dalamimple-
mentas peraturan daerah pariwisatahala pada
pariwisatakonvensiona di gili trawangan dari
indikator sikap/pengankatan birokrat pada
tingkat atastrsinkronisasi dengan baik, namun
padatingkat aparatur desahinggadusun belum
tersinkron dengan baik. Dari segi insentif yang
sama sekali belum diberlakukan begitu juga
dengansaks adminidtrad.

Dalam aspek struktur birokrasi menurut
teori edward Il terdapat dua indikator yang
menjadi tolak ukur ddamimpelentas kebijakan
perda pariwisata hala yaitu Standard Opera-
tional Procedure (SOP) atau lebih dikenal de-
ngan prosedur kerjadan fragmentas atau penye-
baran tanggung jawab terhadap sebuah ke-
bijakan. Pelaksanaan Perdapariwisatahdd yang
adasaat ini disesua kan dengan kebutuhan dan
kondisi masing-masing kabupaten dalam me-
nunjang pelaksanaan perdapariwisatahdd pada
pariwisata konvensional, masih belum ada
ketentuan SOP yang baku dan tetap serta
mengikat. Dari jawaban tersebut, fragmentasi
yang ada hanya berkaitan dengan proses
sertifikas hald yang menjadi ranah DSN-MUI
bagi pelaku industri pariwisatayang memang
fokus dalam pariwisata halal. Fragmentasi
tersebut tidak bersinggungan langsung terhadap
industri pariwisatakonvensond.

Pada pariwisatakonvensional tidak ada
SOP yang mengikat. Bahkan cenderung seperti
tidak adanya SOP yang berlaku. Begitu juga
hasi| penulusuran dokumentas, dalam SK SOP
DSN-MUI tidak ditemukan adanya ketentuan
yang bersinggungan dengan pariwisatakonven-
sona ddam memenuhi ketentuan yang ditetap-
kan dalam perdapariwisatahaa yang dikhusus-
kan bagi pariwisatakonvensional. Salah satu
pendukung keberhasilanimpelemntasi adalah
karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
yaitu yang mencakup struktur birokrasi, norma
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi
ddam birokrasi, yang semuanyaitu akan mem-
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pengaruhi implementas suatu program. Hasl|
analisisduaindikator aspek struktur birokras
cukup baik dalam menunjang implentasi perda
pariwisatahala padapariwisatakonvensond di
Gili Trawangan. Hal tersebut dikarenakan SOP
yang fleksibel dan fragmentasi yang adatidak
bersinggungan langsung dengan parwisatakon-
vensond.

SIMPULAN

Implementas Peraturan Daerah Provins
NusaTenggaraBarat Nomor 2 tahun 2016 tentang
PariwisataHalal padaPariwisataK onvensiona
di Gili Trawangan belum sepenuhnyaterlaksana
sebaga manaketentuan dalam peraturan derah
tersebut. Hal tersebut diindikasikan dari ditemu-
kannya beberapa faktor yang menjadi peng-
hambat berdasarkan indikator dari teori yang
digunakan. Kgian ddam penditianini mewekili
salah satu lokusimplementas peraturan daerah,
maka diperlukan kajian yang lebih luas lagi
sehinggabisadidapatkan informas yang lebih
menyel uruh mengenal implementas kebijakan
tersebut.
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